
BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI KOTABARU 
NOMOR 27 TAHUN 2017 

TENTANG 
DISIPLIN KERJA PEGAWAI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Pegawai 
sebagai  penyelenggara  pemerintahan  yang 
professional dan bermoral dituntut bersikap disiplin, 
jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam 
melaksanakan tugas; 

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan 
profesionalisme dalam pelaksanaan tugas Pegawai di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, perlu 
diatur mengenai Disiplin Kerja Pegawai; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Kerja 
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kotabaru; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

6. Pcraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor S3 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

11. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Pembent-ukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN KERJA 
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KOTABARU. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 
Bupati Kotabaru. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Kotabaru. 

6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai 
Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang 
bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah. 

7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang 
mempunyai kcwenangan mengangkat, memindahkan 
dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Disiplin Kerja adalah kesanggupan pegawai untuk 
masuk kerja dan mentaati jam kerja sesuai kewajiban 
pegawai. 

9. Daftar hadir manual adalah suatu daftar yang diisi dan 
ditandatangani untuk n-iengetahui kehadiran sescorang, 
dilihat dan adanya tandatangan yang bersangkutan 
sebagai bukti atau tanda kehadiran yang bersangkutan. 



10. Daftar kehadiran elektronik adalah suatu sistem yang 
terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur identifikasi 
wajah, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui 
Pegawai masuk kerja dan mematuhi jam kerja melalui 
identifikasi wajah. 

11. Jam Kerja adalah kctcntuan jam kerja wajib Pegawai 
Negeri Sipil paling kurang 37,5 (tiga puluh tujuh koma 
lima) jam per minggu. 

12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan 
dalam jangka waktu tertentu. 

13. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara 
tertulis dan dituangkan dalam surat keterangan serta 
disetujui oleh atasan langsung. 

14. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 
kcpada Pegawai Negcri Sipil karena melanggar 
peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

15. Pejabat  penanggungjawab adalah pejabat yang 
membidangi  urusan administrasi kepegawaian 
bertanggungjawab terhadap sistem pengisian daftar 
hadir elektronik dan manual 

16. Petugas operator pelaksana sistem pengisian daftar 
hadir clektronik adalah pegawai yang mengoperasikan 
dan melaksanakan pemutakhiran data sistem 
kehadiran elektronik. 

17. Tambahan Penghasilan  Pegawai Negeri Sipil 
Bcrdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut 
TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan 
berdasarkan jumlah hari masuk kerja Pegawai Negeri 
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing 
Pegawai untuk mewujudkan Pcgawai yang handal, 
profesional  dan bermoral sebagai penyelenggara 
pemerinta han  yang menerapkan prinsip-prinsip 
pemerintahan yang baik (good governance). 

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah 

a. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi Pegawai; 

b. meningkatkan kinerja dan perubahan sikap dan 
perilaku Pegawai; 

c. meningkatkan kedisiplinan Pegawai; 

d. meningkatkan tanggung jawab Pegawai; dan 
e. meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. 



BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini 
adalah 

a. ketentuan hail kerja dan jam kerja; 

b. perekaman wajah; 

c. sistem pengisian daftar hadir; 

d. pelanggaran jam kcrja; 

e. hukuman disiplin; dan 

f. pengawasan dan pcmbinaan. 

BAB IV 
KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA 

Pasal 4 

(1) Setiap Pegawai wajib mentaati hari kerja dan jam kcrja. 

(2) Had kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu, mulai hari 
Senin sampai dengan had Jumat dan/atau 6 (enam) 
hari kerja per minggu mulai had Senin sampai dengan 
hari Sabtu. 

(3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan dengan ketentuan : 

a. Unit. Kerja yang bekerja 5 (lima) had kerja: 

1. Hari Senin-Kamis pukul 08.00 -16.30 WITA 
Istirahat pukul 12.00 -13.00 WITA 

2. Hari Jum'at 	pukul 08.00 -17.00 WITA 
Istirahat pukul 12.00 -13.30 WITA 

b. Unit Kerja yang bekerja 6 (enam) hail kerja: 

1. Hari Senin-Kamis pukul 08.00-15.30 WITA 
Istirahat pukul 12.00-13.00 WITA 

2. Hari Jumat 	pukul 08.00-15.00 WITA 
Istirahat pukul 12.00-13.30 WITA 

3. Hari Sabtu 	pukul 08.00-15.00 WITA 
Istirahat pukul 12.00-13.00 WITA 

(4) Pegawai yang bertugas pada SKPD yang bersifat 
memberi pelayanan terus menerus selama 24 (dua 
puluh empat) jam dengan sistem kerja shift, yang 
melaksanakan tugas khusus, yang bertugas pada 
satuan pendidikan, maka pengaturan jam kerjanya 
ditctapkan oleh Kepala SKPD/Unit kerja dengan 
mengacu pada ketentuan jam kerja wajib bagi Pegawai. 



(5) Pegawai yang bertugas pada SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) meliputi 
a. Rumah Sakit Umum Daerah; 

b. Puskesmas yang melayani rawat inap; 

c. Polisi Pamong Praja; 

d. Pemadam kebakaran; 

e. Penjaga malam; 

f. Guru dan tenaga kcpcndidikan. 

(6) Jam kcrja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikecualikan  untuk bulan Ramadhan yang 
pelaksanaannya akan diatur tersendiri. 

Pasal 5 

Hari kcrja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 tidak berlaku bagi Pegawai yang: 

a. mengikuti pendidikan pelatihan; 

b. tugas belajar; dan 

c. menghadiri rapat, perjalanan dinas dan tugas lain yang 
berkaitan dengan kedinasan dan dilaksanakan di luar 
tempat kerja yang bersangkutan. 

BAB V 
PEREKAMAN WAJAH 

Pasal 6 

Wajah yang digunakan untuk daftar hadir elektronik adalah 
pengenalan wajah Pegawai. 

Pasal 7 

(1) Perekaman wajah Pegawai pada perangkat mesin 
kehadiran elektronik dilakukan oleh petugas dan 
BKPPD didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh 
SKPD setelah mendapatkan pelatihan terkait hal 
dimaksud. 

(2) Apabila pengenalan wajah yang sudah direkam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami 
perubahan akibat suatu hal seperti luka dan 
sebagainya sehingga tidak berfungsinya pengenalan 
wajah dalam mesin kehadiran elektronik, dilakukan 
rekam ulang pengenalan wajah. 



BAB VI 
SISTEM PENGISIAN DAFTAR HADIR 

Bagian Kesatu 
Penanggungjawab 

Pasal 8 

(1) Kepala SKPD menunjuk pejabat yang membidangi 
urusan administrasi kepegawaian sebagai pejabat 
penanggungjawab sistem pengisian daftar hadir 
elektronik dan manual. 

(2) Pejabat penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibantu pejabat struktural satu tingkat 
dibawahnya/ pejabat fungsional umum yang 
membidangi kepegawaian sebagai petugas operator 
pelaksana sistem pengisian daftar hadir elektronik di 
lingkungan satuan kerjanya. 

(3) Tugas  Pejabat penanggungjawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah 

a. bertanggungjawab secara teknis terhadap proses 
penatausahaan dan verifikasi laporan hasil 
rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik; 

b. menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan 
daftar hadir elektronik kepada Kepala SKPD; 

c. menjaga operasional mesin daftar hadir elektronik, 
melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan mesin 
daftar hadir elektronik; dan 

d. melakukan koordinasi pengendalian administrasi 
dan teknis sistem daftar hadir elektronik dengan 
BKPPD. 

(4) Tugas petugas operator sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah : 

a. melakukan perekaman pada mesin daftar hadir 
elektronik; 

b. melakukan penatausahaan dan verifikasi harian 
pelaksanaan daftar hadir elektronik; 

c. melakukan penatausahaan dan verifikasi laporan 
hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik; 

d. menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan 
daftar hadir elektronik kepada penanggung jawab 
sistem daftar hadir elektronik; dan 

e. menyediakan daftar hadir manual apabila terjadi 
permasalahan pada sistem daftar hadir elektronik. 

(5) Tata kelola sistem pengelolaan daftar hadir elektronik 
pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
dikoordinasikan oleh pejabat penanggung jawab sistem 
daftar hadir elektronik SKPD. 



(6) Penetapan pejabat penanggungjawab dan petugas 
operator pelaksana sistem daftar hadir elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 

Pasal 9 

(1) Pejabat penanggungjawab sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) menyampaikan laporan hasil 
rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik kepada 
Kepala SKPD. 

(2) Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan bulanan 
dilampiri print out daftar hadir elektronik kepada 
Sekretaris Daerah melalui BKPPD. 

(3) BKPPD melakukan evaluasi terhadap laporan 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dan 
menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah 
sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. 

Bagian Kedua 
Pengisian Daftar Hadir 

Pasal 10 

(1) Pegawai wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam 
kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan 
sistem kehadiran elektronik dan/atau manual. 

(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat 
masuk kerja dan pada saat pulang kerja. 

(3) Pegawai yang hadir setelah waktu masuk bekerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib 
mengisi daftar hadir pada mesin kehadiran elektronik 
dan/atau  manual dengan ketentuan jumlah 
keterlambatan dihitung dari waktu masuk bekerja 
sampai dengan Pegawai mengisi daftar hadir. 

(4) Pegawai yang masuk bekerja tetapi tidak mengisi daftar 
hadir  setelah waktu pulang bekerja, akan 
diperhitungkan kehadirannya selama 3 (tiga) jam 30 
(tiga puluh) menit. 

(5) Waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
akan dihitung secara kumulatif. 

(6) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) apabila Pegawai melaporkan kepada petugas 
operator pelaksana sistem pengisian daftar hadir 
elektronik SKPD disertai data pendukung dan 
dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) 
menit setelah waktu masuk bekerja. 



Pasal 11 

(1) Petugas operator pelaksana sistem pengisian daftar 
hadir elektronik pada SKPD melakukan pencatatan 
kehadiran untuk mendata dan memberikan keterangan 
sesuai data pendukung bagi Pegawai yang tidak masuk 
bekerja pada sistem kehadiran elektronik yaitu: 

a. pada saat jam masuk kerja pukul 08.00 WITA 
sampai dengan pukul 08.30 WITA dan pulang kcrja 
pada pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.00 
WITA untuk SKPD yang bekerja 5 (lima) hari kerja. 

b. pada saat jam masuk kerja pukul 08.00 WITA 
sampai dengan pukul 08.30 WITA dan pulang kerja 
pada pukul 15.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 
WITA untuk SKPD yang bekerja 6 (enam) hari kerja. 

(2) Petugas operator pelaksana sistem pengisian daftar 
hadir  elektronik pada SKPD memeriksa dan 
mencocokan daftar kehadiran yang ada pada sistem 
kehadiran manual dengan data pendukung Pegawai 
yang tidak hadir setiap hari kcrja untuk selanjutnya 
melakukan pengiriman secara online ke BKPPD dengan 
ketentuan: 

a. paling lambat pukul 09.15 WITA untuk daftar 
kehadiran masuk kerja elektronik SKPD dan paling 
lambat pukul 16.45 WITA untuk daftar kehadiran 
pulang kerja elektronik SKPD untuk SKPD yang 
bekerja 5 (lima) hari kerja; 

b. paling lambat pukul 09.15 WITA untuk daftar 
kehadiran masuk kerja elektronik SKPD dan paling 
lambat pukul 15.45 WITA untuk daftar kehadiran 
pulang kerja elektronik SKPD untuk SKPD yang 
bekerja 6 (enam) hari kerja. 

Pasal 12 

(1) SKPD mengusulkan pembayaran TPP berdasarkan 
daftar kehadiran elektronik atau manual bagi SKPD 
yang belum menggunakan mesin daftar hadir 
elektronik, setelah divalidasi dan ditandatangani oleh 
Kepala SKPD sebagai dasar pencairan dana TPP. 

(2) Rckapitulasi daftar kehadiran elektronik atau manual 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh 
SKPD ke BKPPD paling lambat minggu pertama pada 
bulan berikutnya, khusus untuk bulan Desember 
dilaporkan  pada minggu terakhir bulan yang 
bersangkutan. 

Pasal 13 

Pengelolaan sistem kehadiran elektronik dikoordinasikan 
olch BKPPD. 



Pasal 14 

(1) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual 
apabila: 

a. perangkat mesin daftar hadir elektronik belum 
diadakan; 

b. mesin  daftar hadir elektronik mengalami 
kerusakan/tidak berfungsi; 

c. belum dan/atau tidak terekam dalam sistem 
kehadiran clektronik; dan 

d. terjadi kcadaan kahar (force majeure). 

(2) Apabila mesin daftar kehadiran elektronik mengalami 
kerusakan/tidak berfungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD wajib melaporkan 
pada hari itu juga kepada BKPPD dengan dilampiri 
Berita Acara untuk dilakukan tindakan penanganan 
dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Pcraturan Bupati ini. 

(3) Laporan atas terjadinya kerusakan/gangguan pada 
mesin daftar kehadiran elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terlebih 
dahulu melalui telepon dan/atau sms (short message 
system) kemudian ditindaklanjuti secara tertulis. 

(4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja kerusakan 
mesin daftar kehadiran elektronik tidak dilaporkan 
maka TPP untuk SKPD tersebut tidak dibayarkan 
selama 1 (satu) bulan. 

(5) Hasil tindakan penanganan yang dilakukan oleh 
Petugas BKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ternyata terbukti kerusakan / gangguan pada mesin 
daftar  kehadiran clektronik karena disengaja/ 
kelalaian/hilang maka SKPD wajib mengganti mesin 
daftar kehadiran elektronik sesuai dengan spesifikasi 
yang telah ditentukan. 

(6) Apabila kerusakan/gangguan pada mesin daftar 
kehadiran elektronik karena tidak disengaja, mesin 
daftar kehadiran elektronik akan diganti oleh BKPPD. 

(7) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d merupakan suatu kejadian yang 
terjadi di luar kemampuan dan kcndali manusia dan 
tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan 
kerusuhan. 

Pasal 15 

Daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14, dilakukan dengan cara pengisian daftar hadir oleh 
Pegawai. 



Pasal 16 

(1) Pcngisian daftar hadir Pegawai yang tidak masuk kerja, 
diberikan keterangan sebagai berikut 

a. S (sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan 
Dokter; 

b. I  (inn) yang dibuktikan dengan izin tertulis; 

c. DL (dinas luar) yang dibuktikan dengan surat 
perintah tugas; 

d. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti; 

c. TB (tugas belajar/kcdiklatan) yang dibuktikan 
dengan surat tugas; dan 

f.  TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya. 

(2) Dalam hal pengisian daftar hadir dilakukan secara 
elektronik, pengisian keterangan tidak masuk kerja 
dilakukan oleh petugas operator pelaksana sistem 
pengisian daftar hadir elektronik berdasarkan bukti 
dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 17 

Dalam hal Pegawai mendapat tugas untuk menghadiri 
kegiatan di luar kantor yang mengakibatkan tidak dapat 
melakukan pengisian daftar hadir pada jam masuk kerja 
dan  pulang kerja, Pcgawai sebelumnya harus 
memberitahukan ketidakhadirannya kepada petugas 
operator pelaksana sistem pengisian daftar hadir elektronik. 

Pasal 18 

(1) Setiap Pegawai tidak diperbolehkan meninggalkan 
kantor pada jam kerja. 

(2) Pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja 
hams mendapat izin atau penugasan dari Kepala SKPD 
atau pejabat yang ditunjuk. 

(3) Izin dan pcnugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diberikan secara tertulis dengan bentuk surat izin 
atau surat tugas. 

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
diberikan oleh Kepala SKPD dengan jumlah tidak 
melebihi 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pcgawai SKPD 
yang bersangkutan. 

Pasal 19 

(1) Izin yang dapat diberikan kepada Pegawai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi: 
a. izin terlambat masuk kantor; 
b. inn pulang sebelum waktunya; 

c. izin keluar kantor karena ada kepentingan lain; dan 
d. izin tidak masuk kerja. 



(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 
atasan langsung Pegawai yang meminta izin, dalam 
bentuk surat permohonan izin/pemberitahuan. 

(3) Apabila atasan langsung Pegawai yang bersangkutan 
berhalangan maka izin diberikan oleh salah satu 
pejabat di lingkungan unit kerjanya secara berjenjang. 

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterima sehari sebelumnya kecuali kepentingan yang 
sangat mendesak permohonan izin dapat meny-usul 
kemudian. 

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling 
lama 2 (dua) hari kerja, dan menjadi bahan 
pertimbangan di dalam memberikan hak cuti tahunan. 

Pasal 20 

Format daftar hadir manual, rekapitulasi daftar hadir dan 
surat permohonan izin tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati 
ini. 

BAB VII 
PELANGGARAN JAM KERJA 

Pasal 21 

(1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan disiplin kerja 
apabila tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, 
pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat 
tugas,  dan tidak mengisi daftar hadir, yang 
keseluruhannya dilakukan oleh Pegawai tanpa alasan 
yang sah. 

(2) Perhitungan pelanggaran disiplin kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif dan 
dikonversi 7 1/2  (tujuh setengah) jam sama dengan 1 
(satu) hari tidak masuk bekerja. 

(3) Perhitungan pelanggaran disiplin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sejak bulan 
Januari sampai dengan bulan Desember tahun 
berjalan. 

BAB VIII 
HUKUMAN DISIPLIN 

Pasal 22 

(1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil 
yang melanggar ketentuan Disiplin Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sanksi hukuman 
disiplin ringan, sedang dan berat. 

(2) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin ringan 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon 
Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyampaikan 
bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin 
atasan langsung meliputi : 



a. tidak masuk kerja selama 1 (satu) sampai dengan 
5 (lima) hari kerja diberikan sanksi berupa teguran 
lisan; 

b. tidak masuk kerja selama 6 (enam) sampai dengan 
10 (sepuluh) hari kerja diberikan sanksi berupa 
teguran tertulis; 

c. tidak masuk kerja selama 11 (sebelas) sampai 
dengan 15 (lima belas) hari kcrja diberikan sanksi 
berupa pemyataan tidak puas secara tertulis. 

(3) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin sedang 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon 
Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyampaikan 
bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin 
atasan langsung meliputi 

a. tidak masuk kerja sclama 16 (enam belas) sampai 
dengan 20 (dua puluh) hari kerja diberikan sanksi 
berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 
(satu) tahun; 

b. tidak masuk kerja selama 21 (dua puluh satu) 
sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja 
diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan 
pangkat selama 1 (satu) tahun; 

c. tidak masuk kerja selama 26 (dua puluh enam) 
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja diberikan 
sanksi berupa Penurunan pangkat setingkat lebih 
rendah selama 1 (satu) tahun. 

(4) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin berat 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon 
Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyampaikan 
bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin 
atasan langsung meliputi 

a. tidak masuk kerja selama 31 (tiga puluh satu) 
sampai dengan 35 (tiga puluh lima) bah kerja 
diberikan  sanksi berupa penurunan pangkat 
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

b. tidak masuk kerja selama 36 (tiga puluh enam) 
sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja diberikan 
sanksi berupa pemindahan dalam rangka penurunan 
jabatan setingkat lebih rendah; 

c. tidak masuk kerja selama 41 (empat puluh satu) 
sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja 
diberikan sanksi berupa pembebasan dari jabatan; 

d. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) 
hari kcrja atau lebih diberikan sanksi berupa 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat 
scbagai Pegawai Negeri Sipil. 



(5) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada Pegawai Negeri 
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dijadikan bahan 
pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran 
Kerja Pegawai (SKP) yang meliputi penilaian prestasi 
kerja, perilaku kerja dan pcmbinaan karier pegawai 
yang bersangkutan. 

(6) Selain sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dapat dikenakan sanksi pemotongan TPP sesuai 
ketentuan yang bcrlaku. 

(7) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Kepala BKPPD dan Inspektorat Kabupaten Kotabaru. 

(8) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai. 

Pasal 23 

Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan 
Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
diberikan sanksi sesuai dengan kontrak perjanjian kerja. 

Pasal 24 

(1) Pejabat penanggungjawab yang membidangi urusan 
administrasi kepegawaian wajib : 

a. setiap awal bulan selanjutnya mcnyampaikan 
informasi mengenai kehadiran Pcgawai kepada 
Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, dan para Kepala 
Bagian/Kepala Bidang di SKPD; dan 

b. menyampaikan informasi mengenai akumulasi 
Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja dan telah 
memenuhi ketentuan untuk dijatuhi hukuman 
disiplin kepada pejabat yang berwenang, dengan 
tembusan kepada atasan langsung dari pejabat yang 
berwenang. 

(2) Pejabat yang menerima informasi kehadiran Pegawai 
sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan 
pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 25 

(1) Pejabat  yang berwenang menghukum wajib 
menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri 
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Apabila  Pejabat yang berwenang menghukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri 
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran  disiplin,  Pejabat tersebut dijatuhi 
hukuman disiplin oleh atasannya. 



(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sama dengan jenis hukuman disiplin yang scharusnya 
dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon 
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran. 

Pasal 26 

Setiap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang 
berwenang menghukum, tembusan suratnya disampaikan 
kepada: 

a. atasan Pejabat yang berwenang; 

b. Kepala BKPPD; dan 

c. Inspektorat Kabupaten. 

BAB IX 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 27 

(1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin 
kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan 
disiplin kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bupati membentuk Tim Evaluasi Kinerja. 

(3) Tim Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. meningkatkan pengawasan melekat terhadap 
disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam 
kerja, jam masuk kerja, dan jam pulang kerja serta 
memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. melakukan upaya meningkatkan produktivitas 
kcrja, efisiensi, disiplin Pegawai, serta pelayanan 
yang lebih baik kepada masyarakat melalui 
penerapan budaya kerja dan perbaikan kualitas 
secara torus menerus; 

c. melakukan pembinaan dan pertimbangan terhadap 
Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan 
tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai; 
dan 

d. memberikan rekomendasi sanksi bagi Pegawai yang 
melakukan pelanggaran disiplin. 

Pasal 28 
(1) Setiap SKPD wajib bertanggungjawab atas pemanfaatan 

dan keamanan perangkat mesin kehadiran elektronik 
dan kelengkapannya dari gangguan pengrusakan fisik 
maupun non-fisik yang ada pada SKPD masing-masing. 



(2) Pegawai yang terbukti dengan sengaja melakukan 
perusakan terhadap mesin kehadiran elektronik 
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 29 

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang 
berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan 
Bupati ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang 
bersangkutan tetap bcrlaku sampai dengan berakhirnya 
masa hukuman disiplin. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Ketentuan berkenaan dengan penggunaan daftar kehadiran 
elektronik dilaksanakan secara efektif mulai tahun 2018 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 31 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan  Peraturan  Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Kotabaru. 

Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal 6  (5L.Fo te. 

(111  BUPATI KOTABARU, 

; Di dangkan di Kotabaru 
pada anggal  PARAF KOORDNP  Si 
8EKR ARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 

H. SAID AKHMAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
TAHUN 2017 NOMOR • r 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KOTABARU 
NOMOR TAHUN 2017 
TENTANG 
DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KOTABARU 

KOP INSTANSI 

BERITA ACARA 
PELAKSANAAN DAFTAR KEHADIRAN ELEKTRONIK 

NOMOR : ........  

Yang bertandatangan di bawah ini : 
Nama 
NIP 
Pangkat/ G ol 
Jabatan 
Unit Kerja 

Dengan ini kami laporkan bahwa pada hari ......  tanggal .....  bulan ......  
tahun ..... , mesin kehadiran elektronik pada SKPD ...... dalam keadaan tidak 
berfungsi dikarenakan .........  

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Mengetahui Kotabaru, 
Kepala SKPD, Yang Menyatakan, 

(selaku  Pejabat penanggungjawab 
daftar hadir elektronik) 

Nama Jelas Nama Jelas 
NIP NIP 

nt-)ARAF  KOORDINAS1 
BUPATI KOTABARU, 

(t,  H. SAY D JAFAR 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KOTABARU 
NOMOR TAHUN 2017 
TENTANG 
DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KOTABARU 

A. FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL 

DAFTAR HADIR 

UNIT KERJA 
BULAN 
HARI/TANGGAL 

NO NAMA/NIP JABATAN/PANGKAT 
KEDATANGAN KEPULANGAN 

KETERANGAN 
JAM TANDA TANGAN JAM TANDA TANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mengetahui Kotabaru 
Kepala SKPD Pejabat Penanggungjawab Daftar Hadir 

Nan-1a/NIP Nama/ NIP 



B. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR 

REKAPITULASI DAFTAR HADIR 
SKPD 
BULAN 
TAHUN 

NO NAMA / NIP JAI3ATAN/PANGKAT 
JUMLAH HARI KERJA 

EFEKTIF DALAM 1 
BULAN 

JUMLAH HART 
KEHADIRAN 

TIDAK HADIR JUMLAH AKUMULASI 
KETIDAKHADIRAN DALAM 

1 BULAN 

S I DL C TB TK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

dot 

Mengetahui Kotabaru 
Kepala SKPD Pejabat Penanggungjawab Daftar Hadir 

Nama/NIP Nama/NIP 



CATATAN ATASAN LANGSUNG/ 
PEJABAT PENANGGUNGJAWAB 
ABSEN/KEPALA SKPD 

PERSETUJUAN ATASAN LANGSUNG/ 
PEJABAT PENANGGUNGJAWAB DAFTAR 

HADIR/KEPALA SKPD 

SETUJU/TIDAK SETUJU* 

NAMA ........  
NIP ........  

71.  • H. SAY D JAFAR 

BUPATI KOTABARU, 

C. FORMAT SURAT IZIN 

Kotabaru, 

Kepada Yth. 
Atasan Langsung/Pejabat 
penanggungjawab Daftar 
Hadir/Kepala SKPD 

di- 
Kotabaru 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Narna 
NIP 
Pangkat/Gol.Ruang 
Jabatan 
Satuan Kerja 

Dengan ini mengajukan permohonan (izin terlambat masuk kantor/izin pulang 
sebelum waktunya/izin keluar kantor karena ada kepentingan lain/izin tidak 
masuk kerja*) selama .......  hari/jam/menit, pada hari .......  tanggal .....  
dengan alasan yaitu .....  
Demikian perrnintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan 
sebagaimana mestinya. 

Hormat saya 

NIP. ...........  

Keterangan : 
* Coret yang tidak perlu 

PARAF iccoRD  e 1  3; 
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